BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1¢ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan
pengisian Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur
kembali Petunjuk  Pelaksanaan Pengisian Badan
Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawarah Desa sudah tidak
sesuai lagi sehingga harus diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856); ! ~

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang L;mbaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
569);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun
2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran




Menetapkan
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Daerah Kabupalen Barito Qelatan Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun

2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 wajib memenubhi syarat sebagai Panitia, yaitu:
a. mempunyai hak pilih; dan
b. memiliki e-KTP setempat.

(2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan
paling banyak 11 (sebelas) orang.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 19

(1) Bakal calon anggota BPD menyerahkan berkas
pencalonan kepada Panitia Pengisian pada waktu,




(2)
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tempat dan tata cara yang telah ditentukan dalam

waktu 15 (lima belas) hari masa pendaftaran.

Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan persyaratan yang ditentukan bagi calon

anggota BPD.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

antara lain:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau
sudah/pernah menikah.

e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah

Menengah Pertama atau sederajat;

bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;

g. bukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten, Dewan
Adat Kecamatan, Dewan Adat Desa/Kelurahan,
Kerapatan - Adat/Let Adat
Kecamatan/Desa/Kelurahan dan jabatan adat
lainnya termasuk jabatan dalam kepengurusan
Lembaga Kemasyarakat Desa;

h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

i. bertempat tinggal di wilayah tinggal pemilihan;

j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, obat-
obat terlarang dan zat adiktif lainnya;

k. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan
ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada

~ saat pendaftaran harus memenuhi rentang waktu
paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai
menjalani pidana penjara dan wajib melakukan
publikasi bahwa bukan sebagai pelaku residivis
atau pelaku kejahatan berulang;

m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara
demokratis;

o. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan
dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 3 (tiga)
masa periodeisasi termasuk Penggantian Antar
Waktu dan dalam keanggotaan BPD yang sedang
diduduki;

p. seluruh pemangku jabatan sebagaimana dimaksud
pada huruf f dan huruf g, wajib berhenti dari
jabatannya;

q. pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah 4
lembar; dan

r. surat lamaran di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat

=

[y
.




(5)

(6)

(7)

(10)

(11)

(12)

(15)

(16)

-5-

Daerah yang membidangi urusan Kependudukan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermaterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c¢, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat di atas kertas bermeterai cukup Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk /surat keterangan/Akta Lahir dari
Perangkat  Daerah yang membidangi  urusan
Kependudukan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e, dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dari
tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah
Pertama atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pemerintah Desa setempat.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit
Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai mana
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf 1, dibuktikan dengan surat keterangan dari
Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII




(17)
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf r, dibuktikan dengan surat permohonan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(18) Panitia Pengisian menerima dan mengadministrasikan

berkas bakal calon anggota BPD.

(19) Penerimaan berkas bakal calon anggota BPD

dibuatkan Berita Acara penerimaan berkas terkait
lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan kepada
Panitia Pemilihan.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal
yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 19A

Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (8) hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data
sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau
diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib
meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak
sekolah asal.

Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat
diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendidikan di Daerah.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang
berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari
Kepolisian.

Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilampirkan dalam berkas pencalonan.

Pasal 19B

Pelaksanaan publikasi oleh bakal calon yang pernah
dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima)
tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (3) huruf 1 dilakukan dengan cara memasang
baliho yang ditempatkan pada tempat tertentu yang
mudah didatangi dan dijangkau oleh Penduduk Desa
pada rentang waktu masa pendaftaran.

Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan melampirkan foto bakal calon
bersama dengan baliho dalam kelengkapan berkas
pencalonan.




-

4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Panitia menetapkan Bakal calon anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk masing-masing
wilayah termasuk calon dari keterwakilan perempuan
minimal 2 (dua) orang.

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Panitia menyediakan surat suara tambahan sebanyak 2,5 %
(dua koma lima persen) dari total jumlah DPT, dan dibagi
secara proporsional kepada masing-masing TPS.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

k Pasal 23

(1) Dalam hal pemilihan secara keterwakilan, pemilihan
dilaksanakan dengan memberikan suara melalui
mekanisme  musyawarah  mufakat oleh  unsur
perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah
perwakilan. . ,

(2) Sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia
pengisian menetapkan unsur perwakilan masyarakat
pada masing-masing wilayah perwakilan, khusus untuk
keterwakilan perempuan unsur tersebut ditetapkan
seluruhnya dari perempuan Desa yang memiliki hak
pilih dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3).

(3) Pemungutan suara dilaksanakan menurut waktu,
tempat dan tata cara yang sudah ditentukan.

(4) Unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing
wilayah perwakilan membuat Berita Acara musyawarah
Mufakat, dan menyerahkannya pada Panitia Pengisian
untuk ditetapkan sebagai hasil pemilihan.

(5) Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari sejak calon anggota BPD terpilih menyampaikan
penetapan tersebut kepada Kepala Desa.

(6) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia
Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat
untuk diresmikan.

(7) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan
pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan
salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan
kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah
yang membidangi urusan Desa, dengan tembusan
kepada Camat.
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7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dengan
tahapan sebagai berikut:

a.

calon anggota BPD yang berkeberatan mengajukan
keberatan secara tertulis di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia
Pengisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
penetapan hasil pemilihan anggota BPD oleh Panitia
Pengisian;

Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, calon yang berkeberatan tidak
menyampaikan surat keberatannya, maka dianggap
menerima hasil pemilihan anggota BPD;

dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf
a dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib memeriksa,
meneliti dan memberikan jawaban  atas keberatan
tersebut dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak
diterimanya surat keberatan;

jawaban Panitia Pemilihan ditembuskan kepada Kepala
Desa, Camat dan Bupati Cq.Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Desa;

apabila keberatan calon anggota BPD terbukti, maka
sebelum melakukan penyesuaian/perbaikan atas hasil
pemilihan, Panitia Pengisian wajib berkoordinasi dengan
Kepala Desa, Camat dan Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Desa;

calon anggota BPD yang tidak dapat menerima jawaban
Panitia Pengisian, dapat mengajukan banding
administratip kepada Bupati secara tertulis di atas
kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Bupati setelah menerima surat keberatan sebagaimana
dimaksud pada huruf f, wajib menyelesaikan
perselisihan paling lama 30 (tigapuluh) hari; dan
terhadap jawaban Bupati, calon anggota BPD yang tetap
berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 di sisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat pendaftaran, bakal calon melampirkan seluruh
perizinan yang wajib dimiliki dalam berkas pencalonan
sekaligus.




9.

10.

9.

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 di sisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Dalam hal terjadi 2 (dua) orang atau lebih calon anggota
BPD pengganti antar waktu nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai
akibat perolehan suara sah terbanyak yang sama, maka
calon anggota BPD yang berhak menggantikan adalah
calon anggota BPD yang memiliki usia paling tua.

(2) Dalam hal jumlah calon anggota BPD pengganti antar
waktu berdasarkan usia yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka
selanjutnya calon anggota BPD yang berhak
menggantikan adalah calon yang memiliki tingkat
pendidikan tertinggi.

(3) Dalam hal masih terdapat persamaan tingkat
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
calon yang berhak adalah calon yang telah/atau pernah
menikah.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga staf

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun/atau sudah
kawin, sampai dengan usia paling tinggi 42 (empatpuluh
dua) tahun pada saat pendaftaran;

e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum
atau sederajat;

f. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa

setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

. sehat jasmani dan rohani,

. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;

i. Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan
ancaman pidana S5 (lima) tahun atau lebih, pada saat
pendaftaran harus memenuhi rentang waktu paling
sedikit S5 (lima) tahun dihitung sejak selesai menjalani
pidana penjara dan wajib melakukan publikasi bahwa
bukan sebagai pelaku residivis atau pelaku kejahatan
berulang;

j- pas foto ukuran 3x4 latar belakang warna merah 4
(empat) lembar; dan

k. memiliki waktu penuh sebagai staf administrasi BPD.

N S]
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11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal ,
yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(4)

(5)

Pasal 33A

Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf e hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data
sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau
diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib
meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak
sekolah asal.

Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat
diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pendidikan di Daerah.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang
berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari
Kepolisian.

Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilampirkan dalam berkas lamaran.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(4)

(5)

Pasal 34

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (33)
huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat
Daerah yang membidangi urusan kependudukan;
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk/surat keterangan/Akta Lahir dari
Perangkat @ Daerah  yang membidangi  urusan
kependudukan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf e, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dari tingkat
dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum atau
sederajat oleh pejabat yang berwenang.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari




13.

14.

15.

16.

17.
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Pemerintah Desa setempat.

(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan dokter
Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit
Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang
dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf I, dibuktikan dengan surat keterangan dari
pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

(10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf j, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat keahlian
dari lembaga pendidikan resmi.

(11) Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran Il Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. Lk

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. ' ) z

Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. : : v :

Ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Ketentuan Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Radan Permusyawaratan Desa diul 1 1adi

KETENTUAN PENUTU

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Anggota BPD yang telah dilantik berdasarkan Peraturai
b 1

= T N~ 4 Tl 5
pDuDat INOITIOT & i un 20

L
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Se

{ t
Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusvawarat

2
i Adat Kecamaian/Desa/K
dalam kepengurusan Lembaga Kema"yara atan Desa
dan / atau jabatan adat iamnya tetap meiaxsanakan

o)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
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LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

—y

NOMOR 10 TAHUN 2024

FRTRNIT A RT
PN 1 1‘\1\\)‘

my Ll 7
kS

Muhan Yang Maha Esa,

1

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan
~ ~nt "
For It 1

tan Desa. . . agepamnh«m Kahiin

int 3 ‘4
SYAW: matan...... Kabupaten Barito Selatan periode

- i
........ -ee..... , Jika ternyvata dikemudian hari bahwa atas pernvataan ini adalah
tidak ﬁﬁal; maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan
perundang-undangarn.

238 233 L i

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

DEDDY WINARWAN




LAMPIRAN Ii

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

FOEISRIITYA RT Y

1 AN L AUNRT

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI RiI 0 I%LHWGK
TAHU () TUNJUK

N DAERAH
ATAN

TENTANG BADAN
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SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGU ALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-ITNDANG DASAR i‘;’-‘— 5, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

h

Sava vang bertandatangm} di bawah ini:

Agama S LTI < e 1 TN 1 L S TN

=

KeWATrZANCEATARTIL  ©  ...ccoivriicersrimmupens svsbernrsissvominnssesssnsssnnsssnporeresessonprnenssssss

Dengan ini menyatakan bahw: 1 1 \
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahanl

T <)
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

i

dan memelihara keutuhan Negara Republi

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan
Permusyawaratan Desa..... Kecamatan...... Kabupaten Baritc Selatan periode
........ ~eevene. , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas perr yataan ini adalah
tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan

...................... penrnennnennann 20000,
yang membuat pernyataan,

YEDDY WINARWAN
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TENTANG

PERUBAHAN AT

DUTATI BA

TAHUN 2020 TENTANG DPETIIN
PELAKSANAAN PERATURAN DA}_‘J %H
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 3 TALY N r}r\!';a TEN ’{‘ NI RBRATHAN
NUNVIUVURK O 1ATITUN 4V 1 ANAF IDALAAN

PERMUSYAWARATAN DESA.

FEifiﬁi‘aIa% ?-ﬁrmaz; PERJANJIAN KERJA, DEWAN ADAT
KABUPATEN/DEWAN ADAT KECAMATAN/DEWAN ADAT DESA/KELURAHAN,

KERAPATAN ADAT/LET ADAT KECAMATAN i’ ;‘)ESA/ KELURAHAN/ D
JABATAN ADAT LﬂﬁNYA TERMAS??? JABATAN DALAM K@PENGURUSAL&'

ad“.‘iiaa‘ AL SR NIAS T AITAANS 1

BT YR 2
I e A
B Mt el T e

#ﬂ'

Saya yang ber{aﬁdatanga“ di bawah ini:

Jenis Kelamin

Alamat

Agama :

Kewarganegaraan e e s
g

Pekerjaan U R

PenrBallREE 8 wessessessemeid s senemais 58 samuEeg § 550 BASRAEE 5§ 5 AAABERG § 5§ B TR § 55 AN

Terakhir

dak merangkap jabatan sebagai Pegawai

au
ia. Dewan

T ! 55
E‘s:: i, Dewan Adat Kabupaten/Dewan Ada

5 aniian i &
Adat  Desa/Kelurahan, Kerapatan Adat/Let Ada
lurahan/ dan Jabatan Adat Lainnya Termasuk Jabatan

[ e o

ii“—p:;ﬂguf dbaﬂ iembagaK iasyaraxatan Desa.
Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan
Permusyawaratan Desa..... Kecamatan...... Kam_ paten Barito Selatan periode
b ke i 3 . Jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah
tidak benar maka saya menvatakan bertangoungiawabh sesuai ketentuan

20
yvang membuat p ataan,
Materal Kp.10.6G00,-

-DEDDY WINARWAN
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Demikian pernyataan ini
Permu yamai‘at‘ﬁ iesa.....
........ “eereen. s iika ternyata
tidak benar, maka saya

perundang-undangan.
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LAMPIRAN 1V
PERJAXTU N T‘)TT leE BAI\{

NOMOR 10 TAHUN 2024

FOIDATTA RIS
1P AN 1 ANRTY

=TI A

PERUBAHAN ATAS PE
BUPATI BARITO SELATAN N

TAHUN zuzo TENTANG PETUNJ

ATURAN
OMOR 4

_Y YT VTS

U

3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN

............................................................................

52254225958 55535222950924290820902594820008800223322223ca8ssasanns0s23:233332

dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan
Kecamatan...... Kabupaten Barito Selatan periode
dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah
menyatakan bertaﬂgguﬂg;axv:ab sesuai ketentuan
...................... RO . ).
yang membuat pernyataan,




LAMPIRAN \%
ERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
\JUM\)K 10 TAHUN 2024

FOIDRIT A AT
P RIN T AN

.M‘F)'.-

FATITTITYA

¥T. Y : 4 '!‘ a ™YTrm
MADURAL L.Jl\‘i SARILL leJlJﬂTl 11‘3
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN

NJAVAINAIN U 2231101

PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang fmma}am hukuman penjara.
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SURAT PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH PEMILIHAN

Saya vang bertandatangan di bawah ini

Nama o i b S e eyt PN S
Tompat/BmeRnl | ousisemissiarssssnivisrsmsios fivuegidbseibommors pass
Izhir R R B 4 T RS AR TN T8 R PPN A AR RR PR s ¥
JERE KElAiiiN = 1 sisissmimiennsns inemmmass sxmisesusis sarsmnnsath EEr e sas
Alamat B s souanmchniison ool A R SRS 3 A BARAR R 463

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal di Desa ...

at pencalonan
2L F’C;'Lu.f_\, igais

i
l)
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1
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S;.
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dikemudmv hari ’Aa}ﬁwa atas pern‘ a*a.in ini dalalﬂ

....................
srsscsssassnssssassns
sesssssssasanassaene

Pekerjaan A DPPRCE PSP 5 iy ST S0 0 YA St R
Pendidikan B s e e R S SR ¢ 55 SRt § A AR 53

....................
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e

Kecamatan ...... kaounaten Barito uelatan Derlode

BUPATEBAR

SELATAN,
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LAMPIRAN Vil
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
N(w OR 10 TAHUN 2024

BUPA ITC SEL AN NOMOR 4

YZATRTITIA VI VAT r}aﬁtrﬁ{\ fa) T AM
AADUrrALLN DARILLU UEbﬂl[\l‘

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG BADAN

1IN sIVIR SN AN L4

PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDIIDUKI .TARATAN SERAGAT
ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) PERIODE

?”gﬂﬂegaraan o mcemmemiee aow ek e e i e+ § eminialesene’a o & aRETN TS @ CaseG + 8 aiesecereae & 3 el
]daﬂ % B PAEMEEEES £ SEERRREANS § LTSRS SRS § 5 PSR § § SRPSIINE A § § SN sosusnee

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak tidak pernah mendu
sebagai anggota Badan Permusyawaratan Des:
berturut-turut maupun tidak
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Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan

B e - Waoanarmntns alhiitnatan Ravita Qo‘n‘l-nvs orindlo
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cereseemeeneee , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan 1ﬁ1 adalah

tidak benar, maka saya menyatakan be:rt ﬁgg*uﬁggawab sesuai ketentuan

nerundanc-iin gangan‘
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DEDDY WINARWAN
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memelih.ara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika

Surat ernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan
Per Usy a' raratan Dcesa.

Surat pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukumaﬁ penjara

m Ay Adrair: ialemdas r«:_\.‘.'\.n_ﬂfﬂ‘; e orornt o ﬁodr)n
i F 1CE

) » PR D
ou‘a\, e ilx\fal,auix u,,.ax\ EJLLLXO._L.I. mcnguaugi JAMdLCUl DU VAR diigaiia

Permusyawaratan Desa selama 3 ;"ugaj peﬁode

{ sir, [ROEPNUY. SO IR | oL, P | i ow e B cun acalbaaani Danassrmt Dosanmimials
ourat pb‘l niyataain tda mMmeranggrap Jaua tan seb gai x Csa‘rvc‘u I CIICTIItan
Denga Per;a jiian Keria, Dewan Adat Kabupaten/Dewan Adat
Kecamatan/Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan dat/Let Adat

Kecamatan/Desa/Kelurahan/ dan Jabatan Adat Lainnya Termasuk Jabatan
Dalam Kﬁpeﬂ"" irnean I pmka ga Vnmpovca ra kg tan Nesa.

Aaa

16. Pas foto ukuran 4x6 latar oela.kang warna merah 4 {(empat) lembar.
17. dst {menyesuaikanj

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan
terimakasih.

Hormat saya,

Materai Rp.10.0660,-

by Tv%fiﬂﬁﬁwz%“ﬁ
\
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LAMPIKAN X

ERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NUMUK 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK

T TTQANTA T DIVD AT ANT
DD .(A;E{\:Q!‘ I u"‘ﬂ\ i l\iLLU.LQ,.{‘P'G T\AE‘IF {5

KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
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ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan ng ¢
T




LAMPIRAN XI

DINIDAMTIT T TATTI ™Y T3 A T QIAT ATTATNT
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
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RUBAHAN ATAS PERATURAN
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN

MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
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PELAKSANAAN PERATUI
KABUPATEN BARITO S T
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
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Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat saya,




